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Abstrak
 

Dalam perubahan kedua Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai diupayakan perbaikan dan pembaharuan

dalam beberapa sisi peraturan perpajakan yang pada dasarnya mengarah kepada tercapainya target

pengamanan penerimaan Negara dari sektor pajak guna pembiayaan pembangunan. Dalam prakteknya,

ternyata masih terdapat beberapa hambatan yang salah satunya adalah hambatan tercapainya pengamanan

penerimaan Negara dalam hal pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pemungut.

 

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pemungutan PPN oleh Badan Pemungut PPN?

Apa dasar pemikiran diberlakukannya pemungutan PPN oleh Pemungut serta latar belakang pencabutan

status Badan Pemungut PPN? Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak dalam

mengawasi pelaporan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh Badan Pemungut PPN? Apakah ada

pengaruh antara pencabutan ketentuan Pemungutan PPN oleh Badan Pemungut PPN terhadap penerimaan

Kantor Pelayanan Pajak?

 

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak

Penanaman Modal Asing Dua sedangkan hasil penelitian yang diperoleh adalah mengingat bahwa status

penunjukan Pemungut tersebut hanya didasarkan pada Keputusan Presiden, maka dalam perubahan UU PPN

di tahun 1994 diatur kewajiban pemungutan PPN oleh Pemungut tersebut. Penetapan kewajiban pemungutan

PPN oleh Pemungut sebagaimana diatur dalam UU PPN 1984 pada dasarnya menyimpang dari prinsip dasar

PPN.

 

Sesuai dengan sifat Tidak Langsung dan PPN maka yang berlaku sebagai pemikul beban Pajak secara nyata

adalah pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP). Sedangkan penanggung

jawab atas pembayaran Pajak ke Kas Negara adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bertindak selaku

penjual BKP atau JKP.

 

Kewajiban Pemungut PPN adalah yaitu memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang atas

penyerahan BKP dan atau JKP yang dilakukan oleh PKP kepada mereka. Status Pemungut tersebut semula

didasarkan pada pemikiran bahwa dengan adanya Pemungut diharapkan agar pemungut tersebut dapat

menjadi perpanjangan tangan Pemerintah yang berfungsi untuk mempercepat terrealisasinya penerimaan

negara. Setelah beberapa tahun diberlakukan, belakangan disadari bahwa penunjukkan Pemungut untuk

melakukan pemungutan PPN tersebut belum sepenuhnya benar-benar dapat membantu terealisasinya

penerimaan Negara. Berdasarkan hal tersebut pula, maka sejak Januari 2004 yang termasuk dalam kategori

pemungut tersebut dibatasi dan diberlakukan mekanisme pemungutan PPN pada umumnya.
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Langkah yang ditempuh Pemerintah dalam penghapusan status Pemungut PPN tersebut, didasarkan pada

kenyataan dilapangan bahwa dengan adanya status Pemungut menimbulkan inefisiensi dan distorsi dalam

kinerja petugas DJP. Hal itu terlihat dari kenyataan di lapangan saat itu bahwa dengan adanya pemungutan

PPN oleh Pemungut mengakibatkan terjadinya pajak lebih dibayar bagi PKP yang melakukan penyerahan

BKP atau JKP kepada Pemungut PPN yang tentunya mendorong Wajib Pajak tersebut untuk meminta

restitusi atau pengembalian kepada Negara.

 

Timbulnya Pajak yang lebih dibayar bagi PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada

Pemungut Pajak adalah sebagai akibat perhitungan secara matematis dalam pelaporan Surat Pemberitahuan

PPN. Dalam ketentuan Pasal 16 A UUU PPN 1984 diatur bahwa Pajak yang terutang atas penyerahan BKP

atau JKP kepada Pemungut PPN dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pemungut. Hal itu mengakibatkan

jumlah Pajak Keluaran yang hams dipungut sendiri oleh PKP yang melakukan penyerahan kepada

Pemungut PPN menjadi berkurang dan bila diperhitungkan dengan Pajak yang dapat diperhitungkan maka

hal tersebut akan menimbulkan Pajak lebih dibayar. Atas kelebihan bayar tersebut, PKP dapat meminta

pengembalian atas kelebihan bayar tersebut. Sebagai akibat dari permintaan pengembalian pajak lebih bayar

tersebut tentunya berpengaruh terhadap kinerja DJP yang harus meneliti kebenaran proses pemberian

restitusi tersebut sehingga menyita waktu dan tenaga pegawai pemerintah yang harus memberikan

pelayanan dalam proses pengembalian kelebihan Pajak, dan tentunya secara tidak langsung berpengaruh

terhadap penerimaan Negara.

 

Setelah satu tahun diberlakukan pembatasan terhadap status pemungut sebagaimana dikemukakan di atas,

sejak bulan Februari tahun 2005, status pemungut diberlakukan lagi dengan kriteria tertentu. Proses

pelaporan dan penyetoran pajak atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak oleh

Pengusaha Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai seharusnya dilakukan sesuai dengan

ketentuan yang telah ditetapkan sehingga tujuan dari penunjukan Pemungut sebagai perpanjangan tangan

Pemerintah yang berfungsi untuk mempercepat terrealisasinya penerimaan Negara dengan cepat dapat

mencapai sasaran. Namun demikian, dalam praktek dilapangan banyak Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

yang telah ditunjuk Pemerintah tidak memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga belakangan

disadari bahwa penunjukkan Pemungut untuk melakukan pemungutan PPN tersebut belum sepenuhnya

benar-benar dapat membantu terrealisasinya penerimaan negara.

<hr><i>The second change of the value-added tax law rules improvement and renewal of taxation

regulations in order to secure the state's income from tax to finance the development. In reality it's still

found many obstacles.

 

The research question is how the mechanism of collecting value-added tax (VAT) by the collector is? What

consideration is used to carry out the tax collecting by the collector and the background of the revocation of

the tax collecting board's status? The tax service office's obstacles in watching the report and tax deposit.

And finally to know the influence of the revocation of the tax collector's status toward the tax service

office's income.

 

The research method is analytical description at the office of the second foreign capital investment tax



service. The result of the research is the obligation of VAT collecting by the board that is arranged in the

change of value-added tax law in 1994 reminding the status of the appointing collecting board based on the

president's decision. The determination to oblige value-added tax collecting by the board deviates the basic

principals of VAT.

 

As the value-added tax's indirect character, the tax burden lies in the buyers or the consumers of service.

And the taxpayers are the entrepreneurs who sell goods and services. The obligation of the tax collector is

collecting, deposing, and reporting owed tax. The early status of the tax collector board is the government's

representation to quicken the state's income. Some years go by this board hasn't done much. For that reason

its authority has been limited since January 2004 and the general mechanism on collecting the value-added

tax has been carried out.

 

The government's revocation of the collector board's status was caused by the collector's inefficiency and

distortion. It can be seen that the taxpayers pay more. This encourages them to ask for restitution from the

state.

 

They have to pay tax more because of the mathematical counting. In the law of value-added tax 1984 article

16 says the collecting, deposing, reporting the owed tax by the collector's board. This results the lessening of

tax paid and if it is counted it caused some surplus.

 

Such condition causes many problems, 1. Taxpayers ask restitution. 2. The tax official have to work hard in

investigating the report of the asking for restitution, 3. Influence the state's income.

 

As it's stated before about the limitation of the collectors' status, the new one has been carried out since

February 2005. The process of reporting and deposing tax of goods and services from taxpayers to the

collector should be done according to the rules in order to increase and quicken the state's income. In fact it

hasn't been done.</i>


